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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi dan pengaturan hak anak dalam hukum
Indonesia. Metode penelitian ini adalah deksiptif dengan pendekatakan normatif. Anak
merupakan titip Tuhan pencipta alam semesta, dimana semua unsur bersatu dalam kehidupan
yang saling membutuhkan dan melindungi. Hukum mengatur bagaimana menangani ketika anak
di bawah umur melakukan tindakan pidana, haruskah diadili menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) atau dilakukan mendiasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang terlanjur melakukan kenakalan atau
tindak pidana dan berakibat dalam penuntutan hukum, dapat dilakukan pembinaan dalam
lingkungan keluarganya. Atau dengan kata lain, anak dikembalikan kepada orangtuanya untuk
dididik dan dibina agar tidak melakukan tindak kriminal di kemudian hari.

Kata Kunci: Implementasi, Pengaturan, Hukum, Pengadilan, Anak

ABSTRACT

This research aims to understand the implementation and regulation of children's rights in
Indonesian law. This research method is descriptive with a normative approach. Children are
entrusted by God, the creator of the universe, where all elements are united in life that need and
protect each other. The law regulates how to handle when a minor commits a criminal act,
whether they must be tried according to the Criminal Code (KUHP) or mediation is carried out
in accordance with applicable legal provisions. The results of the research show that minors
who have already committed delinquency or criminal acts and have resulted in legal
prosecution can receive guidance within their family environment. Or in other words, children
are returned to their parents to be educated and trained so that they do not commit criminal
acts in the future.

Keywords: Implementation, Regulation, Law, Court, Children

PENDAHULUAN
Anak adalah sosok manusia yang belum memiliki tanggung jawab dalam setiap
perbuatan atau tindakan yang menurut hukum telah melanggar norma hukum. Anak
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dalam pergaulan sehari-hari bertujuan untuk bermain, karena kodrat anak adalah
bersenang-senang tanpa beban. Oleh sebab itu, peran orangtua merupakan hal yang
sangat penting dilakukan, dalam hal mengawasi segala aktivitas mereka. Sebab boleh
saja terjadi ketika anak merasa tertekan oleh ulah teman-temannya, lalu bertindak di
luar dugaan, misalnya melempar batu ke arah temannya yang melecehkan dirinya.
Ketika orangtua dari anak yang terkena lemparan batu melapor kepada orangtuanya,
boleh jadi tidak menerima tindakan anak lain yang menyebabkan luka parah sehingga
harus dibawa ke rumah sakit. Yang kemudian melaporkan ke aparat kepolisian terdekat
dan memohon untuk diproses secara hukum.

Anak berusia di bawah 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orangtuanya
dalam setiap tindakannya. Oleh sebab itu, orangtua harus lebih ekstra perhatian dalam
setiap aktivitas anak mereka. Tetapi tidak semua orangtua mampu mengawasi secara
terus menerus kegiatan anak, disebabkan orangtua sibuk dengan pekerjaannnya,
sehingga perlu menitipkan kepada kerabat terdekat mereka yang bersedia melakukan
pengawasan aktivitas anak.

Dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1
ayat 1 dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk itu anak perlu dilindungi
sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
(Indonesia, 2014).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan
untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak
dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan
kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia
yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat,
bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan
perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.
Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum
dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan pelindungan khusus
kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya
perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara
lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara
lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan
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anak serta memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan
hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai
penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi
yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan
hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan
hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi
Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi
lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi
untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan
pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau
korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang
ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur
Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya
dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat
ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, perkara Anak
yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang
berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap,
ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang
memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak
hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur
pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak
memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak
setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah
yang bertujuan melindungi Anak, (Indonesia, 2012)

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang
berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa
tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif semakin meningkat, (Indonesia, 2012)

Menurut (Dwitamara, 2013) Secara psikologis, anak bukanlan miniatur orang
dewasa, namun anak adalah suatu subyek yang masih dalam tahap perkembangan
dengan kapasitas yang rawan, yang mana berkaitan dengan hubungan sebab akibat
antara pemenuhan dan perlindungan akan hak hidup, hak bertahan hidup, hak tumbuh
dan berkembang anak, yang mana juga termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu ditekankan bahwa hak untuk hidup tidak bisa
dilepaskan dengan hak atas kelangsungan hidup, dan hak untuk tumbuh dan
berkembang. Terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan
perkembangan, dimana setiap luka, kerusakan, atau mengurangi hak anak untuk
kelangsungan hidup akan mengakibatkan suatu akibat yang serius dan fatal terhadap
kondisi anak. Kecenderungan untuk membawa anak ke peradilan anak, mengakibatkan
anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Jadi tidak boleh dibawa ke pengadilan
jika tidak perlu. Hal ini tentu saja tidak hanya mempengaruhi anak secara fisik, tetapi
juga psikologis. Sistem pemidanaan edukatif yang berlaku di Indonesia saat ini belum
seperti yang diharapkan. Perlindungan anak yang dikualifikasikan sebagai seorang
kriminal benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Anak yang
berkonflik dengan hukum dalam posisi anak sebagai seorang kriminal yang
membutuhkan perlindungan dan keamanan membutuhkan perlindungan khusus yang
menjamin kepentingan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif yaitu suatu penelitian
yang menekankan pada kondisi yang nyata di lapangan yang kemudian
disinkronisasikan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah kaidah hukum, pendapat
para sarjana dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.
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Menurut (Mahmudji, 2013) penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut juga
penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis
dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah
atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
Sementara menurut  Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum
normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,
(Marzuki, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan ini
adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan
kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan tidak melakukan
penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan
sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan
kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian
terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian
terhadap perbandingan hukum, (Anonim, n.d.)

Sumber data berasal dari data primer diperoleh dari penelitian dan pengamatan
langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Data sekunder diperoleh dari penelitian
kepustakaan, misalnya dengan mempelajari literatur-literatur serta dokumen-dokumen
resmi yang ada yang terkait dengan objek penelitian, data yang terdiri atas: (a) Bahan
hukum primer, yaitu: norma-norma atau kaidah-kaidah dasar seperti pembukaan UUD
1945, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; undang-undang
nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder, yaitu: buku-buku yang
menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan
mengajar dan lain-lain; (c) Bahan hukum tersier, yaitu: kamus, Ensklopedia, bahan dari
internet, artikel dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL PEMBAHASAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab
dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,
maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan
kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya
tanpa perlakuan diskriminatif.
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Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-
Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh
pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak
Anak). Tujuannya adalah agar anak-anak Indonesia diawasi, dibina dan diarahkan untuk
menjadi anak-anak Indonesia yang memiliki kebebasan dalam hidup sesuai dengan
bakat dan kemampuan yang telah diasah dengan baik.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap
peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari
berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah
yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan
berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut.
Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek
sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika
aturan yang yang mengatur tentang anak, (Fitriani, 2016).

Hak Anak

Anak adalah titipan Tuhan maha pencipta kepada orangtua yang dipercayaiNya.
Oleh sebab itu, anak harus dididik untuk mendapatkan pendidikan yang akan mengasah
otak agar menjadi pintar, dibina untuk mengarahkan agar memiliki budi pekerti yang
baik dan berakhlak mulia, dan juga diawasi agar tidak melakukan tindakan yang dapat
merugikan masa depan mereka. Pada pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa Hak anak adalah
bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kemudian pada pasal 3 dijelaskan
bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
Sejahtera, (Indonesia, 2002).

Selanjut pada pasal 4 dijelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kenakalan Anak

Anak merupakan Amanah dari Allah Swt kepada setiap orangtua. Anak adalah
aset bangsa, dan penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu, kelangsungan hidup suatu
bangsa dan negara tergangung pada kualitas anak yang terdidik dan cerdas. Dalam
perkembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan
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yang sulit dihindari. Tak jarang ditemukan adanya penyimpangan sikap dan perilaku di
kalangan anak.

Kenakalan anak diambil dari istilah Juvenale Delinquency, tetapi kenakalan ini
bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. kata Juvenale berasal dari
kata Young artinya anak-anak, anak muda, karakteristik pada masa muda, sifa-sifat khas
pada masa remaja. Sedangkan kata Delinquency wrong doing, terabaikan/ mengabaikan,
yang kemudian diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, pelangar aturan, pembuat
onar, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Delinquency diartikan sebagai
tingkah laku yang menyalahi sdcara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu
masyarakat. Kenakalan remaja adalah penyimpangan tingkah laku remaja yang
bertentangan dengan norma sosial, norma agama, norma hukum, (Liza Agnesta Krisna,
2018).

Perlindungan Anak

Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala tindakan yang menyebabkan
diri mereka menderita, baik secara psikoligis maupun secara psikososial. Dalam suatu
penjelasan undang-undang nomor 23 nomor 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan
bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa
harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,
anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan
perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai
perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung
jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari
kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan
memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
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Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan
pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak,
terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembang_annya secara optimal dan
terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian
kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini
dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai
penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh
akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan
persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari
janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak
dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-
undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan
asas-asas sebagai berikut: a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c.
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap
pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak,
perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia
usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki
keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya
yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak
dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa
anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan
hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di
Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja
anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan
eksploitasi seksual komersial, (Fitriani, 2016).

Keadilan Restoratif

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak
memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak
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setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah
yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang
berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa
tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-
Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh
pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak
Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan
untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak
dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan
kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi
manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga,
masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan
sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung
merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan
pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian,
perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan
hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan
lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan Anak serta memberikan pelindungan khusus kepada Anak yang
berhadapan dengan hukum.
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Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-
benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan
dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak
diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari
lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai
penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi
yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan
hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan
hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi
Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi
lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi
untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan
pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau
korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang
ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur
Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya
dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap
Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan

Sri Nurnanigsih Rachman, Cs: Implementasi dan Pengaturan Hak Anak .... Page 75



E-ISSN: XXXX-XXXX
Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
LPPM-Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 1 Nomor 2, Juli 2023

pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara
Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat
khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para
penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di
luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan
Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai
tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
SIMPULAN

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap
anak merupakan suatu kewajiban yang mutlak bukan saja oleh orangtuanya, tetapi juga
oleh negara (pemerintah) yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dan terus
diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Semua peraturan yang sudah
ditetapkan harus diimplementasikan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perlu ditekankan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dilepaskan dengan hak atas
kelangsungan hidup, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Terutama bagi anak-anak
yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dimana setiap luka,
kerusakan, atau mengurangi hak anak untuk kelangsungan hidup akan mengakibatkan
suatu akibat yang serius dan fatal terhadap kondisi anak. Kecenderungan untuk
membawa anak ke peradilan anak, mengakibatkan anak akan selalu menjadi target
kriminalisasi. Jadi tidak boleh dibawa ke pengadilan jika tidak perlu. Hal ini tentu saja
tidak hanya mempengaruhi anak secara fisik, tetapi juga psikologis.
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